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3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei
Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV
Tanggal 1 Oktober 2023 s.d. 31 Desember

Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan
Negeri Palembang SPAK Periode Triwulan IV
Tanggal 1 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023,
jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan
area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker
Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Palembang untuk mengisi SiSuper.
Terdapat 3 nilai terendah dari 10 unsur Survei
Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu :

1. U1 Dengan Nilai 611;

2. U2 Dengan Nilai 617;

3. U4 Dengan Nilai 617;

» Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah
agar segera dilaksanakan untuk perbaikan
terhadap pelayanan Pengadilan Negeri

Palembang.

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi:

Unsur Manipulasi Peraturan (U1)

> Unsur Hadiah merupakan Unsur ke-1 dari 10
Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai
berikut:

- Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Rekomendasi:

» Dilakukan pembinaan dan brifing setiap pagi
oleh Hakim pengawas PTSP serta didampingi
Panitera dan Panmud untuk mengarahkan
petugas PTSP untuk selalu mempedomani
standar pelayanan sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku;




Hasil analisis dari 159 responden terdapat
nilai yaitu : Selalu sebanyak 134 responden,
Sering sebanyak 25 responden, Jarang
sebanyak 0 Responden, dan Tidak ada

sebanyak 0 Responden ;

Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)

> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-2

dari 10 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai
berikut :

Apakah dalam memperoleh layanan
Pengadilan secara cepat dan mudah ada
penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk
meminta imbalan tertentu ?
Hasil analisis dari 159 responden terdapat
nilai : Selalu sebanyak 0 Responden, Sering
sebanyak 0 Responden Jarang sebanyak
19 Responden, dan Tidak ada sebanyak
140 Responden;

Rekomendasi:

» Dilakukan pembinaan dan brifing setiap pagi

oleh Hakim pengawas PTSP serta didampingi
Panitera dan Panmud untuk mengarahkan
petugas PTSP untuk tidak meminta imbalan

apapun;




P

Unsur Transparasi Biaya (U4)

> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-4 | Rekomendasi,

dar 10 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai -~ Telah tersedia biaya / tarif pada papan
berkut :

Apakah selalu mudah dalam mendapatkan
informasi tentang tarifibiayva baik melalui
website ataupun petugas layanan di
Pengadilan 7
Hasil analisis dari 159 responden terdapal nilai
Selalu sebanyak 0 Responden, Sering
sebanyak 0 Responden Jarang sebanyak
19 Responden, dan Tidak ada sebanyak
140 Responden ;

pengumuman dan tercantum pada standar
pelayanan yang dapat dilihat melalui website

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
serta petugas PTSP pun akan memberitahukan
biaya biaya resmi terkail pelayanan yang ada
hiayanya;

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga} Nilai Terendah dari Laporan Survel Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap pelayanan di Pengadilan
MNegeri Palembang Triwulan Ke-IV Tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
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